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ABSTRAK 
Seiring banyaknya investasi asing masuk di Indonesia, saat ini berbagai aturan mengenai 
tenaga kerja asing semakin menjadi sorotan masyarakat, apakah peraturan yang telah dibuat 
cukup mampu untuk mengendalikan arus masuk tenaga kerja asing yang dibawa masuk baik 
secara langsung maupun tidak langsung oleh investor asing. Tenaga kerja asing sendiri bukan 
sesuatu yang sepenuhnya dilarang di Indonesia, meskipun penggunaanya dibatasi. Dalam UU 
Penanaman Modal sendiri penggunaan tenaga kerja asing dalam rangka realisasi penanaman 
modal akan diberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian 
(Pasal 23 UU Penanaman Modal). Pada dasarnya salah satu tujuan dari penerimaan investasi 
ada penyerapan tenaga kerja, apabila investasi sudah mulai merangkak naik jumlahnya maka 
harapannya penyerapan tenaga kerja juga ikut naik. Apabila hal tersebut tidak sejalan maka 
akan menjadi sebuah ironi, ditengah pembangunan negara dalam rangka kesejahteraan sosial 
justru investasi sebagai salah satu sarana pembangunan membawa dampak buruk dengan 
menambah persaingan kesempatan bekerja bagi tenaga kerja lokal. Berikutnya akan timbul 
sebuah pertanyaan, bagaimanakah bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah 
terhadap kesempatan bekerja bagi tenaga kerja lokal Indonesia? Bagaimanapun juga, 
pemerintah sebagai regulator dituntut untuk siap menghadapi segala dampak dari penanaman 
modal khususnya asing, dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat Indonesia. 
Pemerintah tidak boleh lupa salah satu tujuan dari invetasi itu sendiri yaitu untuk mendorong 
penyeraapn tenaga kerja. Jangan sampai pemerintah berfokus pada usaha menarik investasi 
asing masuk namun lupa akan tujuan dari masuknya investasi itu sendiri. Untuk itu diperlukan 
konsistensi pemerintah dalam hal pembentukan regulasi yang sejalan dengan semangat tujuan 
UU Penanaman Modal dan UU Ketenagakerjaan. 
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A. PENDAHULUAN 
Dewasa ini, investasi diperlukan oleh negara kita untuk pencapaian pembangunan 
ekonomi. Investasi sebagai indikator dari tumbuh kembangnya ekonomi di suatu wilayah atau 
daerah. Investasi merupakan faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi  dan menjadi 
salah satu faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja.2 
Pertumbuhan ekonomi yang hanya bertumpu pada konsumsi akan berjalan lambat dan 
pada akhirnya akan memunculkan persoalan peningkatan angka pengangguran yang tentunya 
akan berimbas pada meningkatnya jumlah masyarakat miskin dan berimbas pada terciptanya 
in-stabilitas politik dan keamanan.3 
Bagi Indonesia, kegiatan penanaman modal/investasi langsung, baik dalam bentuk 
investasi asing maupun investasi dalam negeri mempunyai kontribusi secara langsung bagi 
pembangunan. Penanaman modal akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi, alih 
teknologi dan pengetahuan, serta menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi angka 
pengangguran dan mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk itu, hanya dengan 
mendorong penanaman modal, pertumbuhan ekonomi dapat terus dipacu sehingga mampu 
mengimbangi kemampuan ekonomi negara-negara lain. 
Penanaman modal merupakan suatu keniscayaan dalam pembangunan ekonomi untuk:4 
a. Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran; 
b. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan meningkatkan intensitas modal 
sehingga dapat mengejar ketinggalan Indonesia; 
c. Mengimbangi keusangan cepat karena penggunaan yang salah dan perawatan yang 
buruk; 
d. Mengimbangi pengurasan modal alami dan memburuknya kualitas lingkungan 
hidup; 
e. Menghadapi lonjakan kebutuhan modal karena revolusi teknologi.  
Saat ini, realisasi investasi di Indonesia periode Januari – September 2016 yaitu sebesar 
Rp 453,4 T, meningkat 13,4% dari tahun sebelumnya yaitu Januari-September 2015 yang 
mencapai Rp 400,0 T.5 Pengingkatan investasi ini masih di dominasi oleh investasi asing 
daripada investasi dari dalam negeri. Namun, dari  peningkatan itu nyatanya tidak serta merta 
mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Dari data Realisasi Penanaman 
Modal PMDN-PMA Triwulan III dan Januari-September Tahun 2016, Badan Koordinasi 
                                                          
2 Lailan Safina, Sri Endang R, Analisis Pengarus Investasi Pemerintah dan Swasta Terhadap Penciptaan 
Kesempatan Kerja di Sumatera Utara, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol 11 No. 01 April 2011, hlm 1. 
3 Dhaniswara K, Harjono, 2007, Hukum Penanaman Modal, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 58. 
4 Ibid, hlm 90.  
5 Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan III dan Januari-September Tahun 2016, Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Republik Indonesia, 27 Oktober 2016. 
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Penanaman Modal Republik Indonesia tertanggal 27 Oktober 2016 dapat disimpulkan bahwa 
total penyerapan tenaga kerja triwulan I, II, dan III di tahun 2016 adalah sebesar 957.932. 
Jumlah ini lebih sedikit dari triwulan I, II, dan III tahun 2015 yang mencapai 1.059.734.6 
Salah satu tujuan dari penerimaan investasi ada penyerapan tenaga kerja, apabila 
investasi sudah mulai merangkak naik jumlahnya maka harapannya penyerapan tenaga kerja 
juga ikut naik. Tidak sejalannya jumlah penyerapan tenaga kerja ini patut dipertanyakan. 
Masalah ini akan menjadi ironi, ditengah pembangunan negara dalam rangka kesejahteraan 
sosial justru investasi sebagai salah satu sarana pembangunan membawa dampak buruk dengan 
menambah persaingan kesempatan bekerja bagi tenaga kerja lokal. 
Bagaimanapun juga, pemerintah sebagai regulator dituntut untuk siap menghadapi 
segala dampak dari penanaman modal khususnya asing, dengan tetap mengutamakan 
kepentingan masyarakat Indonesia. Dalam hal penggunaan tenaga kerja asing Undang-Undang 
No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai induk aturan penanaman modal juga 
mengaturnya dalam Pasal 10 dan Pasal 11. Sedangkan aturan lain yang juga secara umum 
mengatur mengenai ketenagekerjaan ada pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan.  Sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut dan menjawab 
kebutuhan dari perkembangan dunia investasi diterbitkan diantaranya  Peraturan Presiden No. 
72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan 
Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 
Seiring banyaknya investasi asing masuk di Indonesia, saat ini berbagai aturan 
mengenai tenaga kerja asing semakin menjadi sorotan masyarakat, apakah peraturan ini cukup 
mampu untuk mengendalikan arus masuk tenaga kerja asing yang dibawa masuk baik secara 
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2016, Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, 27 Oktober 2016 
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B. RUMUSAN MASALAH 
1. Apakah Peraturan Perundang-Undangan di bidang Ketenegakarjaan saat ini sudah 
mampu melindungi Tenaga Kerja Lokal terhadap Tenaga Kerja Asing yang dibawa 
masuk oleh Investor Asing? 
2. Bagaimanakah bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah terhadap 
kesempatan bekerja bagi tenaga kerja lokal Indonesia? 
 
C. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis-Normatif, yaitu 
analisis yang berdasarkan teori-teori, konsep-konsep dan pendekatan peraturan peraturan 
perundang-undangan. Bahan hukum penelitian ini bersumber dari bahan hukum penelitian 
kepustakaan atau library research. Data yang disusun yaitu peraturan dibidang investasi asing yang 
menyangkut juga mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Data yang telah dikumpulkan disusun 
secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti 
menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk 
mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta 
diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum 
yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. 
 
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Tinjauan Hukum Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan 
Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja 
Pendamping dan Permen Ketenagkerjaan No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Permen Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing terhadap UU No. 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
Secara umum pengaturan mengenai ketengakerjaan diatur dalam Undang-Undang No. 
13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Namun, dalam hal tenaga kerja yang dipakai adalah 
asing maka peraturan yang dipakai tidak hanya Undang-Undang Ketenagakerjaan namun juga 
melihat ketentuan lain dari aturan mengenai penanaman modal asing dan aturan lain terkait. 
Definisi tenaga kerja asing (TKA) tidak dijelaskan dalam UU Penanaman Modal, 
namun demikian menurut Pasal 1 angka 13 UU Ketengakerjaan adalah warga negara asing 
pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Pengertian ini sejalan dengan apa 
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yang diatur dalam Perpres No. 72 Tahun 2014 maupun Permen Ketenagakerjaan No. 16/2015 
jo Permen Ketenagakerjaan No. 35/2015. Definisi ini terlalu luas untuk ditafsirkan lebih lanjut 
mengenai siapakah yang masuk klasifikasi TKA di Indonesia, apakah TKA asal dia bekerja di 
Indonesia atau hanya TKA yang terampil dan terdidik saja. Sayangnya dalam UU Penanaman 
Modal tidak dijelaskan definisi dari tenaga kerja asing, namun pada bagian Umum Penjelasan 
UU No. 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa pemberian fasilitas penanaman modal diberikan 
sebagai upaya mendorong salah satunya adalah penyerapan tenaga kerja.  
Tenaga kerja asing bukan sesuatu yang sepenuhnya dilarang di Indonesia, meskipun 
penggunaanya dibatasi. Dalam UU Penanaman Modal sendiri penggunaan tenaga kerja asing 
dalam rangka realisasi penanaman modal akan diberikan kemudahan pelayanan dan/atau 
perizinan atas fasilitas keimigrasian (Pasal 23 UU Penanaman Modal). 
Pasal 5 dan Pasal 6 Permen Ketenagakerjaan No. 35/2015 mengatur secara rinci teknis 
tata cara pengesahan RPTKA sebagai syarat bagi pemberi kerja untuk memberi kerja TKA. 
Pasal 6 Permen Ketengakerjaan No. 35/2015 : 
(1) Untuk mendapatkan RPTKA, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara 
online kepada Dirjen melalui Direktur dengan mengunggah: 
a. Alasan penggunaan TKA; 
b. Formulir RPTKA yang sudah diisi; 
c. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang; 
d. Akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/aau perubahan dari instasi yang 
berwenang; 
e. Bagian struktur organisasi perusahaan; 
f. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan 
peraturan yang berlaku di instasi teknis terkait; 
g. Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat; 
h. NPWP pemberi kerja TKA; 
i. Surat penunjukan TKI pendamping dan rencana program pendampingan; 
j. Surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI sesuai 
dengan kulaidikasi jabatan yang diduduki oelh TKA: 
k. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1981. 
Selanjutnya dalam Pasal 36 Permen Ketenagakerjaan No. 35/2015 dijelaskan mengenai TKA 
itu sendiri sebagai berikut : 
(1) TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA wajib memenuhi persyaratan sebagai 
berikut : 
a. Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA; 
b. Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan 
yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun; 
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c. Membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping 
yang dibuktikan dnegan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 
d. Memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan; 
e. Memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia; 
f. Kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerj lebih dari 6 (enam) bulan. 
Pada dasarnya, aturan teknis yang dibuat baik oleh Perpres No. 72/2014 maupun 
Permen Ketenagakerjaan No. 35/2015 secara garis besar mengacu dan sesuai dengan UU 
Penanaman Modal maupun UU Ketengakerjaan. Namun, catatan menarik untuk dicermati dari 
ketentuan Permen Ketenagakerjaan No. 35/2015 adalah baik dari permen ini maupun Permen 
Ketenagakerjaan No. 16/2015 sama-sama tidak mengatur dalam hal apa RPTKA bisa ditolak 
pada saat diajukan.  
Pasal 6 ayat (1) huruf a Permen No. 35/2015 yang mensyaratkan adanya alasan 
penggunaan TKA tidak ada penjelasan lebih lanjutnya untuk penilaian alasan dapat diterima 
atau tidak. Ketentuan Sanksi hanya berupa pencabutan IMTA apabila pemberi kerja TKA 
memperkejakan TKA tidak sesuai dengan IMTA (Pasal 61 Permen Ketenagakerjaan No. 
35/2015). 
Pun dalam UU Penanaman Modal juga tidak mengatur mengenai sanksi apabila transfer 
teknologi dari TKA tidak terlaksana. Hal ini menjadi kontradiktf, di satu sisi peraturan 
menegenai ketenagakerjaan dan penanaman modal melindungi tenaga kerja lokal dengan 
membatasi ruang gerak tenaga kerja asing, namun juga pemerintah memberikan kelonggaran 
bagi investor asing untuk membawa tenaga kerja asing turut serta masuk, melalui kemudahan 
fasilitas yang diterimanya. 
 
2. Kepastian Hukum yang Diberikan oleh Pemerintah Terhadap Kesempatan 
Bekerja Bagi Tenaga Kerja Lokal Indonesia 
Dalam Pasal 2 Perpres No. 72/2014 disebutkan bahwa penggunaan TKA dilakukan oleh 
Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. 
Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres No. 72/2014 juga disebutkan bahwa setiap pemberi 
kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan 
yang tersedia.  
Pada dasarnya penggunaan TKA di Indonesia harus melalui prosedur perizinan yang 
tidak mudah. Kewajiban lain yang harus dipenuhi apabila pengusaha ingin menggunakan TKA 
antara lain: 
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a. Pemberi kerja TKA harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 
(RPTKA) (Pasal 5 ayat (1) Perpres No. 72/2014). RPTKA adalah rencana 
penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemebri kerja TKA untuk 
jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 
b. Pemberi Kerja TKA wajib memiliki Izin Memperkerjakan TKA (IMTA) (Pasal 8 
ayat (1) Pepres No. 72/2014); 
c. Pemberi Kerja TKA wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja 
Pendamping. (Pasal 11 ayat (1) huruf a Perpres No. 72/2014); 
d. Pemberi Kerja TKA ajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan 
kualifikasi jabatan yang didukui oleh TKA. (Pasal 11 ayat (1) huruf b Pepres No. 
72/2014); 
e. Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA setiap 6 bulan 
kepada Menteri. (Pasal 17 Perpres No. 72/2014); 
Kewajiban yang diatur dalam Perpres No. 72/2014 ini sejalan dengan dengan amanat 
Pasal 10 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan sebagai berikut 
: 
Pasal 10 
(1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus 
mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. 
(2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing 
untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga 
negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan 
menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga 
negara Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Aturan penggunaan TKA lebih detil lagi dijelaskan pada UU No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. Diatur dalam bab tersediri yaitu Bab VIII tentang Penggunaan 
Tenaga Kerja Asing, UU Ketenagakerjaan merinci aturan penggunaan TKA pada Pasal 42 
sampai dengan Pasal 49. Pada intinya kewajiban yang diberikan menurut UU Ketenagakerjaan 
sama dengan apa yang diatur dalam Perpres No. 72 Tahun 2014. Yang ditekankan dalam UU 
Ketengakerjaan dalam rangka melindungi tenaga kerja lokal tertuang secara jelas sebagai 
berikut: 
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Pasal 45 
(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib: 
a. Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendampng tenaga 
kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknolhi dan alih keahlian dari tenaga kerja 
asing; dan 
b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifiasi jabatan yang 
diduduki oleh tenaga kerja asing. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kerja asing 
yanng menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris. 
Pasal 46 
(1) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau 
jabatan-jabatan tertentu. 
(2) Jabatan-Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalama ayat (1) diatur dengan 
Keputusan Menteri. 
Sampai pada tiga aturan tersebut pemerintah masih konsisten menjaga agar tenaga kerja 
lokal tidak tersisihkan oleh adanya tenaga kerja asing. Namun hal yang disayangkan dari 
adanya aturan Permen Ketenagekerjaan No. Permen Ketenagkerjaan No. 35 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Permen Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pasal I angka 1 Permen No. 35/2015 menghapuskan Pasal 3 
Permen Ketenagakerjaan No. 16/2015 yang sebelumnya mengatur sebagai berikut: 
(1) Pemberi kerja TKA yang memperkerjakan 1 (satu) orang TKA harus dapat menyerap TKI 
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pada perusahaan pemberi kerja TKA. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: 
a. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota 
Pengurus, anggota Pengawas; 
b. TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat darurat dan mendesak; 
c. TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat sementara; 
d. TKA yang dipekerjakan untuk usaha jasa impresariat. 
Sekalipun Pasal 3 Permen Ketenagakerjaan No. 16/2015 telah dihapus, namun tidak 
serta merta mengurangi esensi dari perlindungan hukum terhadap tenaga kerja lokal di 
Indonesia. Selama Undang-Undang dibidang Penanaman Modal dan Undang-Undang 
Ketengakerjaan masih melindungi tenaga kerja lokal maka kepastian hukum terhadap 
kesempatan bekerja tenaga kerja lokal tidak perlu dikhawatirkan. Asas lex superior derogat 
legi inferiori7 berlaku dalam kasus ini, artinya peraturan yang lebih tinggi dalam hal ini 
Undang-Undang mengalahkan Peraturan Menteri. 
                                                          
7 Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, Cet. Ke-3, hlm 126. 
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Bahwa, dalam rangka peningkatan investasi di Indonesia pemerintah juga tidak boleh 
lupa salah satu tujuan dari invetasi itu sendiri yaitu untuk mendorong penyeraan tenaga kerja. 
Jangan sampai pemerintah berfokus pada usaha menarik investasi asing masuk namun lupa 
akan tujuan dari masuknya investasi itu sendiri. Untuk itu diperlukan konsistensi pemerintah 
dalam hal pembentukan regulasi yang sejalan dengan semangat tujuan UU Penanaman Modal.  
Disisi lain tidak bisa dipungkiri peningkatan kualitas sumber daya manusia juga 
menjadi salah satu faktor penting agar tenaga kerja lokal Indonesia tidak kalah saing dengan 
tenaga kerja asing. Artinya, pembuatan regulasi yang konsisten tetap harus diimbangi dengan 




Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta 
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping dan Permen Ketenagkerjaan 
No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permen Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing secara garis besar sejalan dengan ketentuan 
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Semangat yang diberikan memang untuk mendorong investasi baik dari 
dalam negeri maupun luar negeri.  
Peraturan Perundang-Undangan mengenai ketenagakerjaan dan penanaman modal di 
Indonesia masih abu-abu. Di satu sisi peraturan dibuat untuk melindungi tenaga kerja lokal, 
namun disisi lain juga memberikan keleluasaan bagi tenaga kerja asing masuk, baik dengan 
kelonggaran syarat masuk. 
SARAN 
Pemerintah harus selalu menjaga konsistensi peraturan terkait ketenagakerjaan dan 
penanaman modal demi menjaga kepastian hukum bagi tenaga kerja lokal. Selain itu untuk 
meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, perlu pembekalan baik berupa soft skill maupun 
hard skill bagi tenaga kerja lokal agar tetap bisa bersaingan dengan arus tenaga kerja asing 
yang ikut masuk seiring dengan pertumbuhan investasi global. 
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